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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  4  TAHUN 2018 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DAN 

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf b, 

Pasal 13 huruf a dan Pasal 71 Undang–Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan 

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1225);  
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN LUAR 

NEGERI DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN 

SUARA LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN 

PEMILIHAN UMUM. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah 

sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang 

selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara 

Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam 

melaksanakan Pemilu. 

3. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang 

selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia 

adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler 

Republik Indonesia yang terdiri atas Kedutaan Besar 

Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik 

Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Kantor 

Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. 

4. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat 

PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk 

melaksanakan Pemilu di luar negeri. 

5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri 

yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok 
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yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan 

pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar 

negeri. 

6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya 

disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu 

yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya 

disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh 

Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di 

luar negeri. 

8. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya 

disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya 

pemungutan suara di luar negeri. 

9. Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KSK 

adalah pelayanan pemungutan suara bagi Pemilih dengan 

cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, 

bekerja dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan. 

10. Pemungutan Suara melalui Pos adalah pelayanan 

pemungutan suara bagi Pemilih yang tidak dapat 

memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara yang 

telah ditentukan. 

11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang 

berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia atau di luar negeri. 

12. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 

(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang 

terdaftar dalam Pemilihan. 

13. Daftar Pemilih Sementara di Luar Negeri yang 

selanjutnya disingkat DPSLN adalah daftar Pemilih hasil 

pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilu atau 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan.  

14. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di Luar Negeri 

yang selanjutnya disingkat DPSHPLN adalah DPSLN yang 
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telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan 

masyarakat. 

15. Daftar Pemilih Tetap di Luar Negeri yang selanjutnya 

disingkat DPTLN adalah DPSHPLN yang telah diperbaiki 

dan ditetapkan oleh PPLN. 

16. Hari adalah hari kalender. 

 

Pasal 2 

PPLN dan KPPSLN dalam melaksanakan tugas 

penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas: 

a. mandiri; 

b. jujur; 

c. adil; 

d. kepastian hukum; 

e. tertib; 

f. kepentingan umum; 

g. terbuka; 

h. proporsional; 

i. profesional; 

j. akuntabel; 

k. efektif;  

l. efisien; dan 

m. aksesibilitas. 

 

Pasal 3 

Dalam penyelenggaraan Pemilu di luar negeri, KPU dibantu 

oleh PPLN dan KPPSLN. 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi tata kerja dan 

pembentukan: 

a. PPLN; dan 

b. KPPSLN. 
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Pasal 5 

KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 

melayani 3 (tiga) metode pemungutan suara, yaitu melalui: 

a. TPSLN;  

b. KSK; dan 

c. Pos. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN  

PPLN DAN KPPSLN 

 

Bagian Kesatu 

PPLN 

 

Paragraf 1 

Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan  

 

Pasal 6 

(1) PPLN dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di luar 

negeri. 

(2) Pemilu di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditujukan untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat pada Daerah Pemilihan Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta II meliputi Kotamadya Jakarta Pusat dan 

Kotamadya Jakarta Selatan dan Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden. 

(3) PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berkedudukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia. 

 

Pasal 7 

(1) PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk 

oleh KPU, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum 

penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 

(dua) bulan setelah pemungutan suara. 

(2) Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara 

Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, masa kerja 

PPLN diperpanjang dan PPLN dibubarkan paling lambat 2 
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